ABSTRAK

Perjanjian hendaknya memenuhi syarat sahnya sesuai pada Pasal 1320 KUHPerdata.
Pihak yang terikat tali perkawinan berdasarkan ketentuan apabila akan melakukan perbuatan
hukum berupa perjanjian jual beli atas harta bersama haruslah mendapatkan persetujuan dari
suami istri. Persetujuan dari para pihak mempengaruhi sah nya suatu perjanjian dimata
hukum. perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa mengindahkan salah satu syarat sahnya
suatu perjanjian menyebabkan perjanjian cacat yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kekuatan suatu perjanjian jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa
pembagian dan persetujuan dari salah satu pihak setelah adanya putusan pengadilan yang
menyatakan harta bersama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif
yaitu menelaah hal yang bersifat teoritis dengan melakukan pendekatan pada asas atau
doktrin hukum, peraturan perundang — undangan dan pendekatan kasus melalui putusan
pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat
deskriptif analitis dengan mendeskripsikan peraturan perundang — undangan yang dikaitkan
dengan kasus dalam pembahasan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan
membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode pengumpulan data berupa studi
kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis kualitatif berupa kesimpulan secara
objektif terhadap permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli pada
harta bersama setelah adanya putusan pengadilan memberikan implikasi bahwa perjanjian
yang dilakukan akan kembali pada keadaan semula serta dalam hal harta bersama pengadilan
agama memiliki wewenang untuk mengadili. Oleh sebab itu, para pihak dalam perjanjian
jual beli hendaknya memperhatikan pasal 1320, melakukan permohonan pembatalan
perjanjian serta melakukan pelaporan kepada pihak berwenang apabila jual beli yang
dilakukan memiliki unsur yang tidak terpenuhi.
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